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ABSTRAK 

 

BAIYULIS   :NIM 14042067/2014 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah 

Datar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja perangkat 

nagari terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. 

Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena masih kurangnya kinerja perangkat 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar yang 

disebabkan oleh rendahnya kepuasan kerja.   

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian 

asosiatif. Populasi penelitian ini adalah perangkat nagari yang ada di Kabupaten 

Tanah Datar yang berjumlah 525 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 228 

orang perangkat nagari dengan tingkat kesalahan 5% dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik Proporsional Random Sampling. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan angket yang disebarkan kepada responden dengan 

pengukuran skala likert. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan regresi linear berganda. 

  Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel gaji terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari 

sebesar  20,6%, pengaruh variabel pekerjaan itu sendiri terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan nagari sebesar 1,9%, pengaruh rekan kerja terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan nagari sebesar 3,5%, pengaruh pengawasan terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 16,1%, pengaruh promosi jabatan 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 15,4%, pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan nagari sebesar 16,7%, 

dan secara  bersama-sama pengaruh gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, 

pengawasan, promosi jabatan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar sebesar 

30,9%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja perangkat 

nagari berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. 

 

Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Nagari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Reformasi membawa perubahan terhadap regulasi sistem pemerintahan 

daerah di Indonesia, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Regulasi 

sistem pemerintahan daerah terbaru adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan ruang yang luas kepada 

pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya. Salah satu urusan pemerintahan tersebut adalah 

pengelolaan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut juga disahkan UU Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam UU tersebut pasal 1 ayat 1 

dijelaskan pengertian desa yaitu: 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
 

 Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa desa merupakan desa 

adat atau disebut dengan nama lain, hal ini berarti setiap daerah di Indonesia 

memiliki sebutan untuk sistem pemerintahan terendah tersebut. Menurut 

Widjaja (2010:3) mengemukakan, desa merupakan suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul 

dan berhak menjalankan pemerintahannya. Ada yang menyebutnya sebagai 

desa dan ada pula dengan nama lain. Di Provinsi Sumatera Barat, nama lain 
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dari “Desa” adalah “Nagari” Menurut Widjaja (2010:3) mengemukakan, desa 

merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal usul dan berhak menjalankan pemerintahannya. 

Berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, 

dijelaskan bahwa pengertian nagari adalah sebagai berikut:  

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis 

dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta 

kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah 

serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syara’, syara’ basandi 

kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat dalam wilayah 

Provinsi Sumatera Barat. 
 

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaran urusan pemerintahan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada 

masyarakat setempat. Pemerintah Nagari sebagai pemerintah terendah 

berlaku dan ditetapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 

diantaranya yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Di Tanah Datar sendiri, 

ketentuan terkait nagari diatur melalui Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 

2008. 

Dengan demikian Nagari sebagai suatu daerah yang memiliki 

pemerintahan tersendiri memiliki keuangan tersendiri pula yang diatur dalam 

peraturan tertentu. Regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan nagari 

diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa keuangan desa/nagari 

merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan dilaksanakan 
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dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan 

konsep nilai uang (value for money)(PP Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). 

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah Pusat untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan 

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang 

mengenai Desa (UU No. 23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 3). Seperti yang telah 

dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa keuangan nagari dikelola dengan 

sebaik-baiknya secara sistematis dengan memperhatikan efektifitas 

penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat.  

Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 juga disebutkan bahwa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 

hingga pengawasan keuangan desa. Meskipun sudah terdapat regulasi yang 

mengatur pengelolaan keuangan nagari, namun pada kenyataannya 

pengelolaan keuangan nagari masih memiliki permasalahan. Permasalahan 

yang ditemui pada beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar, yaitu 

terkendala pada lambannya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten terkait pengelolaan keuangan nagari. 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa permasalahan yang 

banyak ditemukan di dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanah Datar 

yaitu adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana Nagari. Salah satu 

informasi tersebut penulis temukan melalui website www.sumbartoday.com, 

yang merupakan salah satu kasus yang terjadi akibat kesalahan dalam 

http://www.sumbartoday.com/
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pengelolaan keuangan nagari adalah penyimpangan dana proyek pada Jorong 

Ombilin Nagari Simawang yang terjadi karena banyak dari perangkat desa 

atau nagari ini tidak paham cara dan sistem pengerjaan suatu proyek yang 

berstandarisasi Dinas Pekerjaan Umum. Permasalahan serupa juga terjadi 

Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Adanya 

permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari tersebut adalah indikasi 

kinerja yang belum baik. 

Kepuasan kerja merupakan hal yang penting dalam menentukan kinerja 

pegawai, karena seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Sehingga kepuasan kerja pegawai 

dapat dilihat dari sikapnya terhadap pekerjannya (Wibowo,2013:502). 

Kepuasan kerja menjadi faktor yang mendorong agar kinerja pegawai 

tersebut dapat baik. Idealnya kepuasan kerja seorang pegawai harus tinggi, 

agar kinerjanya juga tinggi. Namun pada kenyataannya, kepuasan kerja 

pegawai atau perangkat nagari di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Tanah 

Datar masih rendah. Informasi yang penulis dapatkan dari beberapa nagari 

bahwa perangkat nagari kurang puas terhadap pekerjannya. Dalam beberapa 

wawancara yang penulis lakukan terhadap perangkat nagari menyatakan 

bahwa permasalahan yang ada memang benar salah satunya berkaitan dengan 

kepuasan kerja.  

  Wawancara penulis dengan Sekretaris nagari Situmbuak pada 

tanggal 7 September 2017, ia mengatakan bahwa pengelolaan keuangan 

nagari memang belum maksimal diantaranya disebabkan oleh kurangnya 

kepuasan pegawai terhadap lingkungan kerja terutama karena kantor wali 
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nagarinya tidak memadai karena kantor yang bagus dan nyaman berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai nagari. Selain itu kinerja perangkat nagari kurang 

maksimal karena gaji yang diterima masih dibawah upah minimum regional. 

Berikut gambaran kantor wali nagari Situmbuak: 

Gambar 1. Foto Kantor Wali Nagari Situmbuak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuliansyah dan Rusmianto (2017:47) pengelolaan keuangan desa 

merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan 

dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan 

disiplin anggaran. Rangkaian atau siklus dan asas tersebut harus dilaksanakan 

oleh setiap desa dengan sebaik baiknya, namun siklus pengelolaan keuangan 

desa tidak akan nerjalan dengan baik apabila tidak adanya tata pemerintahan 

desa yang baik (Yuliansyah,2017:47). Jadi, anggaran atau dana yang ada 

harus dikelola dengan benar dan tentunya pengelolaan tersebut harus 

didukung sumber daya manusia (pengelola) yang berkualitas. Sumber daya 

manusia yang berkualitas dapat dilihat melalui kinerja dari perangkat nagari.  

Edison dkk (2016:190) menyatakan bahwa kinerja merupakan sebuah 

hasil yang dicapai dari suatu proses pada suatu periode tertentu dan dapat 
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diukur berdasarkan indikator-indikator yang ada, sehingga kinerja yang 

optimal bukan sebuah kebetulan. Kinerja merupakan kunci dari efektivitas 

sebuah organisasi. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan 

nagari salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepuasan kerja perangkat 

nagari yang berdampak kepada buruknya kinerja perangkat nagari. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa karyawan (perangkat nagari) akan berkinerja baik 

apabila apabila mereka memiliki kepuasan kerja. Dalam artian, peningkatan 

kepuasan kerja akan meningkatkan kinerja pegawai(Gibson dalam Wibowo, 

2013:510).  

 Menurut Luthans, kepuasan kerja merupakan keadaan emosi yang 

senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang. Indikator kepuasan kerja yang dikemukakan 

oleh Luthans (2011:141) meliputi: gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, 

pengawasan, promosi jabatan, dan lingkungan kerja. Indikator digunakan 

untuk mengukur penyebab kepuasan kerja seorang perangkat perangkat 

nagari, sehingga dapat ditemukan hal-hal yang menimbulkan kepuasan dan 

ketidakpuasan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja mereka dalam 

mengelola keuangan. Syamsir (2017) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa model yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kapasitas atau 

kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, salah satunya 

adalah kepuasan kerja perangkat nagari. Model lainnya yang harus 

diperhatikan adalah motivasi kerja, kompetensi, kompensasi, dan lingkungan 

kerja. 
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Hasil wawancara penulis selanjutnya yaitu dengan Kaur Pembangunan 

Pasie Laweh. Ia menjelaskan bahwa kurangnya kepuasan kerja karena kondisi 

kantor wali nagari yang tidak bersih, sehingga mengganggu kenyamanan 

kerja. Hal ini senada dengan fakta yang penulis temukan di Nagari 

Minangkabau bahwa kantor wali nagarinya kurang bersih. Selain masalah 

tersebut juga terdapat kantor wali nagari yang memiliki ruang sempit 

sehingga pegawai kurang leluasa bekerja. 

 

Informasi yang penulis dapatkan di beberapa nagari di Kabupaten Tanah 

Datar, diketahui bahwa penempatan atau pembagian tugas terhadap perangkat 

nagari tidak sesuai dengan keterampilan atau latar belakang pendidikan yang 

mereka miliki. Hal ini juga berdampak terhadap kepuasan kerjanya serta 

kinerjanya. Berdasarkan pendapat Luthans persoalan di atas termasuk ke 

dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerjaan itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang perangkat nagari di 

Nagari Tabek Patah pada tanggal 2 Oktober 2017, pengawasan atau supervisi 

memiliki peranan penting terhadap perangkat nagari dalam menjalankan 

tugasnya akan tetapi persoalannya adalah atasannya yang seharusnya 

melakukan pengawasan tersebut jarang berada ditempat, kadang bersikap 

tidak peduli terhadap bawahannya. Dari berbagai persoalan di atas dapat 

dipahami bahwa begitu permasalahan yang dihadapi oleh perangkat nagari 

terutama dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu berdasarkan pada 

permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di 

Kabupaten Tanah Datar. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dapat dikemukakan indentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan nagari terkendala pada lambannya regulasi yang 

 dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten 

2. Pengelolaan keuangan nagari belum didukung oleh sumber daya manusia 

 yang baik 

3. Kinerja pengelolaan keuangan nagari yang belum baik. 

4. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan nagari 

disebabkan  oleh kurangnya kepuasan kerja 

5. Tidak maksimalnya kinerja disebabkan karena kurangnya kepuasan 

 terhadap lingkungan kerja, pekerjaan itu sendiri, supervisi dan gaji yang 

 diterima perangkat nagari. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas dengan mengingat cukup 

luasnya identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, dan 

keterbatasan tenaga serta keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini 

tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan di atas. Adapun 

batasan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah kepuasan kerja 

perangkat nagari dan pengaruhnya terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh gaji terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar? 

2. Apakah terdapat pengaruh pekerjaan yang dilakukan terhadap kinerja 

perangkat nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten 

Tanah Datar? 

3. Apakah terdapat pengaruh rekan kerja terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar? 

4. Apakah terdapat pengaruh pengawasan terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar? 

5. Apakah terdapat pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar? 

6. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar? 

7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap 

terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari 

di Kabupaten Tanah Datar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja perangkat nagari 

 dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar 
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2. Untuk menganalisis pengaruh pekerjaan yang dilakukan terhadap 

 kinerja perangkat nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di 

 Kabupaten Tanah Datar 

3. Untuk menganalisis pengaruh rekan kerja terhadap kinerja perangkat 

 nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar 

4. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja perangkat 

 nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar 

5. Untuk menganalisis pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja 

 perangkat nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten 

 Tanah Datar 

6. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

 perangkat nagari dalam pengeloaan keuangan nagari di Kabupaten 

 Tanah Datar 

7. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap 

 terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari 

 di Kabupaten Tanah Datar.  

 

F.  Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan 

pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan keilmuan Administrasi 

negara khususnya mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor 

Publik dan mata kuliah Pemerintahan Nagari. 
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2.  Manfaat Praktis 

  Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Bagi aparatur nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

terkait faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari 

b. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

dan mendapatkan gelar sarjana administrasi publik pada Jurusan IAN 

FIS UNP dan secara akademis dapat dijadikan sarana untuk 

mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan 

yang terjadi, terutama yang terkait dengan mata kuliah Manajemen 

Sumber Daya Manusia dan Mata kuliah Pemerintahan Nagari. 

  


